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Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk 

oleh anggota militer yang memiliki hukum khusus. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

anggota militer bersama dengan warga sipil dalam ketentuan hukum acara pidana harus 

diselesaikan menggunakan mekanisme koneksitas. Namun dalam pelaksanaannya mekanisme 

koneksitas sering dikesampingkan karena adanya Undang-undang Peradilan Militer yang secara 

khusus mengatur kewenangan pengadilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan 

oleh anggota militer. Bentrokan regulasi dan kewenangan mengadili menyebabkan pelaksanaan 

mekanisme koneksitas sebagai bentuk transparansi dan koordinasi tidak maksimal dalam 

menyelesaikan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. Maka dari 

itu tujuan penelitian yakni pertama, mendeskripsikan penyelesaian tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas. Kedua, 

mengetahui gagasan terkait pengaturan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas. Jenis penelitian ini 

digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka 

berupa sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian kepustakaan dari 

berbagai sumber yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan riset ilmiah, 

serta website internet. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis, 

menafsirkan serta mengkategorikan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat deskriptif, 

disertai dengan interpretasi bahan hukum. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif 

dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian 

didapatkan kesimpulan: pertama, penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota 

militer bersama warga sipil dilakukan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil 

penyidikan Tim Tetap kemudian akan menentukan pengadilan yang berwenang mengadili. Kedua, 

gagasan pembaruan pengaturan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota 

militer bersama warga sipil dapat dilakukan dengan pembaruan Undang-undang Peradilan Militer. 

Undang-undang Peradilan Militer bertentangan dengan regulasi lain yang mengatur mekanisme 

koneksitas. Pembaruan dapat dilakukan karena terdapat kondisi dan keadaan khusus yang berlaku, 

yakni adanya pengalihan pembinaan militer kepada Mahkamah Agung. Pembaruan bertujuan 

untuk penyelarasan dan penyesuaian regulasi agar tercapainya pelaksanaan mekanisme koneksitas 

yang lebih efektif.  

Kata Kunci: Korupsi, Militer, Sipil, Koneksitas, Pembaruan. 
 

Abstract: Corruption is an extraordinary crime that can be committed by anyone, including 

members of the military who have special laws. Corruption crimes committed by military members 

together with civilians in the provisions of the criminal procedure law must be resolved using the 

connection mechanism. However, in its implementation, the connectivity mechanism is often 

sidelined because of the Military Justice Law which specifically regulates the authority of military 

courts to adjudicate criminal acts committed by military members. The clash of regulations and 

judicial authority has led to the implementation of connectivity mechanisms as a form of 

transparency and coordination that is not optimal in resolving corruption crimes involving 

military members and civilians. Therefore, the purpose of the research is first, to describe the 

settlement of corruption crimes committed by military members and civilians using a connection 

mechanism. Second, knowing the ideas related to the arrangement in the settlement of corruption 
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crimes committed by military members together with civilians using the connectivity 

mechanism.This type of research is classified as a type of normative juridical research. This study 

uses library materials in the form of secondary data sources consisting of primary legal materials, 

secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried 

out by the method of literature review from various sources which includes laws and regulations, 

books, articles and scientific research, as well as internet websites. The data analysis method uses 

qualitative analysis by analyzing, interpreting, and categorizing to obtain secondary data that is 

descriptive, accompanied by interpretation of legal materials. Conclusions are drawn using a 

deductive method from general statements to specific statements.From the results of the study, 

conclusions were drawn: first, the settlement of corruption crimes committed by military members 

and civilians is carried out by coordination between law enforcement agencies. The results of the 

investigation by the Permanent Team will then determine the court that has the authority to 

adjudicate. Second, the idea of updating the regulation of the settlement of corruption crimes 

committed by military members and civilians can be done by updating the Military Justice Law. In 

addition, the Military Justice Law is contrary to other regulations governing the connectivity 

mechanism. Renewal can be carried out because there are special conditions and circumstances 

that apply, namely the transfer of military coaching to the Supreme Court. The update aims to 

harmonize and adjust regulations in order to achieve a more effective implementation of 

connectivity mechanisms. 

Keywords: Corruption, Military, Civil, Connectivity, Update 
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PENDAHULUAN 
Korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” yang bermakna buruk, rusak, busuk, 

dan dimaknai sebagai tindakan pejabat publik yang tidak wajar dan ilegal untuk mendapat 
keuntungan pribadi.  Masifnya dampak yang ditimbulkan membuat korupsi menjadi salah 
satu kejahatan luar biasa.  Hal tersebut menjadikan korupsi sebagai tindak pidana khusus 
memerlukan penanganan secara khusus pula.  Dalam upaya membentuk penanganan 
tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien, maka dibentuklah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau masyarakat sipil, namun anggota 
militer yang memiliki penyelesaian hukum mandiri juga dapat melakukan korupsi. Angota 
militer memiliki asas dan ciri-ciri tata kehidupan yang berasaskan kesatuan komando, asas 
komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, dan asas kepentingan militer.  
Setiap anggota militer dituntut untuk patuh terhadap perundang-undangan khusus militer, 
hukum disiplin prajurit, sumpah prajurit dan peraturan khusus lainnya, serta aturan 
perundangan secara umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
peraturan perundang-undangan pidana lainnya.   

Pasal 89 KUHAP dan pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa anggota militer melakukan tindak pidana korupsi 
bersama dengan warga sipil maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme koneksitas. 
Menurut J.C.T Simorangkir yang dimaksud sebagai pidana koneksitas adalah 
bercampurnya orang-orang yang termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan yang berbeda 
dalam suatu perkara pidana.  Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana koordinasi dan 
penyeimbang antara kewenangan yang dimiliki oleh KPK, Militer, Kepolisian serta 
Kejaksaan. 

Penyelesaian tindak pidana menggunakan mekanisme koneksitas dilakukan di 
lingkungan peradilan umum. Terdapat pengecualian jika adanya Surat Keputusan Bersama 
(SKB) Menteri Pertahanan dan Keamanan (saat ini menjadi Menteri Pertahanan) dan 
Menteri Kehakiman (saat ini menjadi Menteri Hukum dan HAM).  Saat ini kewenangan 
tersebut sudah beralih menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung yang diatur di dalam 
pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada hasil penyidikan Tim Tetap. 
Jika titik berat kerugian berada pada kepentingan negara, maka perkara tersebut akan 
diadili Pengadilan Umum, namun jika titik berat kerugian berada pada kepentingan militer 
maka diadili di Pengadilan Militer secara koneksitas.   

Namun terdapat perbedaan antara da sollen dengan da sein. Masih banyaknya kasus 
korupsi yang seharusnya diadili melalui mekanisme koneksitas namun diadili melalui 
mekanisme splitsing atau pemisahan berkas, hal ini bisa dilihat dalam kasus suap dalam 
pengadaan barang dan jasa Kepala Basarnas Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi 
Cahyanto, serta kasus korupsi pengadaan Alutsista oleh Brigadir Jenderal Teddy 
Hernayadi.  Tidak maksimalnya pelaksanaan mekanisme koneksitas tersebut diakibatkan 
adanya benturan kewenangan dan tumpang tindih antara Pasal 89 KUHAP dan pasal 16 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 9 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa peradilan militer 
berwenang untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang 
termasuk golongan anggota militer.  

Benturan keewenangan tersebut menciptakan dualisme penuntutan yang berimplikasi 
kepada tidak terciptanya transparansi dan kepastian hukum.  Selaras dengan pernyataan 
Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa terdapat setidaknya 4 (empat) hal yang 
mendasar terhadap kepastian hukum berupa hukum itu bersifat positif, didasarkan pada 
fakta, dirumuskan dengan jelas untuk menghindari ambiguitas, dan tidak boleh mudah 
berubah. Sudikno Mertokususmo juga berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu 
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jaminan agar hukum dapat berjalan dan bekerja sebagaimana seharusnya, merupakan 
pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya pada peraturan yang ada. 

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis adalah penelitian Adila Arian 
Miftah yang membahas mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan 
mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, 
mengkaji bentrokan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan militer.  
Penelitian yang menjadi referensi berikutnya adalah penelitian Hasymi Muqorrobin yang 
mengkaji tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemeriksaan tindak pidana 
korupsi oleh anggota TNI, membahas terkait kewenangan KPK dalam menangani anggota 
TNI yang melakukan tindak pidana korupsi jika bukan merupakan perkara koneksitas dan 
tidak terjadi OTT.   

Aspek yang menjadi pembeda dan pembaharuan dari penelitian ini dibandingkan 

penelitian terdahulu adalah penulis fokus mengkaji bagaimana tinjauan secara yuridis 

mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer 

bersama dengan warga sipil sebagai perkara koneksitas karena adanya (deelneming) atau 

penyertaan. Maka dengan melihat permasalahan dalam benturan peraturan dan 

kewenangan dalam penyelesaian perkara tersebut maka mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian terkait “Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi 

Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Bersama Warga Sipil Menggunakan 

Mekanisme Koneksitas”. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini mengkaji pokok 

permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah pendekatan undang-

undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan 

dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan 

penerapan mekanisme koneskitas dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer 

Bersama Warga Sipil Menggunakan Mekanisme Koneksitas 

Pelaksanaan mekanisme koneksitas dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang 

melibatkan anggota militer dan warga sipil. Secara rinci, proses pelaksanaan mekanisme 

koneksitas diatur di dalam Bab XI KUHAP Tentang Koneksitas pada Pasal 89 sampai 

dengan Pasal 94. Alur penyelesaian perkara korupsi dengan mekanisme koneksitas dapat 

dibagi menjadi 4 (empat) tahapan sebagai berikut. 

1. Tahap Penyelidikan 

Tahap penyelidikan pada pasal 1 (5) KUHAP merupakan tahap awal yang dilakukan 

untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam tindak 

pidana korupsi, penyelidikan dapat dilakukan oleh aparat kepolisian yang diatur di dalam 

KUHAP serta KPK yang diatur di dalam undang-undang khusus. Penyelidik memiliki 

kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 (1) KUHAP yakni:  

a. Menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu tindak 

pidana. Jika pengaduan dilakukan secara tertulis maka harus ditandatangani pelapor, 

jika diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh 

pelapor. 

b. Memproses laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mencari 
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keterangan dan alat bukti 

c. Menyuruh berhenti, memeriksa dan menanyakan tanda pengenal orang yang dicurigai 

d. Kewenangan melakukan tindakan lain guna penyelidikan dengan syarat tidak 

bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum jabatan, patut dan 

masuk akal dalam lingkungan jabatan, dengan pertimbangan layak dan keadaan 

memaksa serta menghormati hak asasi manusia. 

Selain itu, terdapat kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik, berupa:  

a. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta melarang seseorang untuk 

meninggalkan tempat atau kediamannnya. 

b. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat. 

c. Melakukan pengambilan sidik jari yang dibutuhkan serta memotret seseorang. 

d. Membawa serta menghadapkan seseorang kepada penyidik. 

Ditemukannya suatu tindak pidana oleh penyelidik dapat terjadi karena:  

a. Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada saat 4 (empat) hal 

berikut:  

1) Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan perbuatan pidana pelaku 

dilihat oleh orang lain. 

2) Diketahui oleh orang lain dengan segera sesudah beberapa saat perbuatan pidana 

tersebut telah selesai ia lakukan. 

3) Diserukan oleh masyarakat ramai sebagai seseorang yang telah melakukan suatu 

tindak pidana. 

4) Ketika beberapa saat kemudian ditemukannya benda yang diduga ia gunakan untuk 

melakukan tindak pidana yang menunjukan ialah pelakunya. 

b. Karena laporan, merupakan pemberitahuan yang dapat dilakukan oleh siapa saja 

tentang terjadinya suatu tindak pidana. Laporan tidak dapat menjadi syarat 

dilakukannya tuntutan sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 

c. Karena pengaduan, merupakan pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana 

yang di adukan oleh korban atau pihak yang berhak. Pengaduan dapat menjadi syarat 

dari diadakannya penuntutan. 

d. Diketahui sendiri oleh penyelidik, seperti dengan ditemukannya dalam berita surat 

kabar, siaran radio, televisi dan lain sebagainya. 

Setelah penyelidik menemukan suatu peristiwa tindak pidana maka akan dilakukan 

pemeriksaan tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan alat bukti permulaan serta 

mendapatkan keterangan saksi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan disusun dalam 

berkas laporan hasil penyelidikan untuk kemudian diserahkan kepada penyidik. 

2. Tahap Penyidikan 

Penyidikan telah diatur di dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP yang diartikan sebagai 

suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut undang-undang yang 

berlaku untuk mengumpulkan alat bukti yang membuat terang suatu tindak pidana dan 

menemukan tersangka. Sedangkan penyidik diatur di dalam pasal 6 KUHAP yang berasal 

dari kepolisian atau pejabat PNS yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan 

penyidikan.  

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi koneksitas pejabat yang melakukan 

penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 2 (KUHAP) bahwa penyidikan 

dilakukan oleh Tim Tetap yang terdiri dari penyidik yang tertera dalam pasal 6, polisi 

militer, oditur militer atau oditur militer tinggi. Tim Tetap tersebut mulanya dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Keamanan (saat ini 

menjadi Menteri Pertahanan) dan Menteri Kehakiman (saat ini menjadi Menteri Hukum 

dan HAM).  Saat ini kewenangan tersebut sudah beralih menjadi kewenangan ketua 
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Mahkamah Agung yang diatur di dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam menjalankan fungsi penyidikan, Tim Tetap dapat dibentuk menjadi Tim 

Tetap Pusat yang berkedudukan di Ibukota negara dan Tim Tetap Daerah yang 

berkedudukan di daerah hukum pengadilan tempat tindak pidana. Dalam tindak pidana 

korupsi umumnya menggunakan Tim Tetap Pusat karena dampak yang ditimbulkan skala 

nasional dan melebihi 1 (satu) daerah hukum pengadilan tinggi.  Perbedaan antara Tim 

Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah pertama kali dirumuskan dalam SKB Menteri 

Pertahanan Keamanan serta Menteri Kehakiman Nomor Kep/10/M/XII/1983 – Nomor 

M.57.PR.09.03 Tahun tentang Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas, yakni:  

a. Tim Tetap Pusat 

Terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara, Pusat Polisi Militer (PUSPOM) 

ABRI, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Tim Tetap Pusat berwenang 

untuk melakukan tindak pidana atau tersangkanya mencakup kerugian nasional atau 

internasional. KPK juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk turut serta 

melakukan penyidikan sesuai pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 

Tentang KPK. 

b.Tim Tetap Daerah 

Dalam daerah hukum pengadilan tinggi penyidik berasal dari Kepolisian 

Komando Daerah, Pusat Polisi Militer (PUSPOM) ABRI, serta Oditur Militer atau 

Oditur Militer Tinggi. Tim Tetap dalam daerah hukum pengadilan tinggi menangani 

perkara yang pelaku atau akibatnya mencakup lebih dari satu daerah hukum 

pengadilan negeri, namun masih dalam satu daerah hukum pengadilan tinggi. 

Sedangkan penyidik dalam daerah hukum pengadilan negeri terdiri atas kepolisian 

markas Komando Wilayah, Markas Komando Kota Besar, Markas Komando Resort, 

Markas Komando Sektor, Polisi Militer pada Detasemen POM ABRI, dan Oditur 

Militer. Tim Tetap dalam daerah hukum pengadilan negeri berwenang untuk 

melakukan penyidikan terhadap perkara yang berada dalam suatu wilayah hukum 

pengadilan negeri saja. 

Pembentukan Tim Tetap untuk penyidikan perkara koneksitas yang dilakukan 

berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, 

saat ini beralih kepada keputusan Ketua Mahkamah Agung berdasarkan pasal 16 Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Para penyidik yang 

tergabung di dalam Tim Tetap hasil keputusan tersebut menjalankan fungsi penyidikan 

sebagaimana yang tertera pada KUHAP.  

Setelah tim terbentuk, penyidikan diawali dengan melakukan koordinasi untuk 

menentukan peran masing-masing yang dikendalikan oleh Jaksa Agung. Dilanjutkan 

dengan pengumpulan alat bukti melalui penggeledahan, penyitaan ataupun pemeriksaan 

surat sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Tersangka sipil akan diperiksa oleh 

penyidik sipil, sedangkan tersangka akan diperiksa Polisi Militer dan Oditur militer. 

Langkah berikutnya Tim Tetap akan secara bersama-sama melakukan penelitian 

untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa berdasarkan titik 

kerugian hasil penyidikan sebelumnya. Jika kerugian terletak pada kepentingan umum 

maka akan diadili di pengadilan umum sebagai primus interpares, dalam hal korupsi maka 

akan diadili di pengadilan tipikor yang berada di bawah pengadilan umum. Sedangkan jika 

kerugian terletak di kepentingan militer maka Jaksa Agung dan Oditur Militer akan 

mengirimkan permohonan menetapkan pengadilan militer untuk mengadili, yang 

kemudian akan ditetapkan dengan SK Ketua Mahkamah Agung.  
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Terdapat beberapa hal terkait penyidikan korupsi yang diatur di dalam Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

diantaranya:  

a. Tersangka wajib menjelaskan tentang keseluruhan harta bendanya serta harta pihak-

pihak lain yang berkaitan dengan dirinya guna kepentingan penyidikan. 

b. Penyidik, penuntut umum maupun hakim berwenang meminta keterangan kepada 

bank terkait keadaan keuangan tersangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan 

maupun persidangan. 

c. Penyidik, penuntut umum maupun hakim berwenang meminta pemblokiran rekening 

tersangka kepada bank. 

d. Penyidik berhak melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau kiriman yang 

diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. 

e. Jika tindak pidana korupsi tersebut tidak cukup bukti namun terdapat kerugian negara, 

maka berkas penyidikan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan 

tuntutan perdata atau diserahkan kepada instansi yang mengalami kerugian. 

f. Jika tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan sementara terdapat 

kerugian negara, maka gugatan dapat dilakukan kepada ahli warisnya. 
3. Tahap Penahanan 

Penahanan menurut Yahya Harahap adalah perampasan kemerdekaan serta 

kebebasan dari orang yang ditahan sehingga dapat dikatakan pencabutan sementara dari 

hak asasi manusia. Penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan seseorang 

dalam kurun waktu tertentu sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap.  

Dalam pasal 1 (21) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah 

penempatan dari tersangka ataupun terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut 

umum maupun hakim dengan penetapan menurut cara yang diatur undang-undang. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan: 

a. Pada tahap penyidikan: wewenang untuk melakukan penahanan dimiliki oleh 

penyidik. 

b. Pada tahap penuntutan: wewenang untuk melakukan penahanan dimiliki oleh 

penuntut umum. 

c. Pada tahap persidangan: wewenang untuk melakukan penahanan dimiliki oleh hakim 

yang memeriksa perkara tersebut. 

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan dengan surat perintah 

penahanan maupun penetapan hakim, dilakukan guna kepentingan pemeriksaan ditingkat 

penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Alasan subyektif dari dilakukannya 

penahanan terdapat di dalam pasal 21 (1) KUHAP yakni karena adanya bukti permulaan 

yang cukup, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan 

menghilangkan alat bukti, kembali mengulangi perbuatan pidana. Selain itu terdapat syarat 

obyektif dilakukannya penahanan di dalam pasal 21 (4) KUHAP, yakni tindak pidana 

tersebut diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih serta terhadap tindak pidana yang 

dirincikan dalam pasal tersebut.   

Pelaksanaan penahanan terdakwa militer hanya dapat dilakukan oleh Oditur Militer 

berdasarkan persetujuan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) atau Perwira Penyerah 

Pekara (Papera). Sedangkan penahanan terdakwa sipil dapat dilakukan oleh penyidik, 

penuntut umum maupun hakim tanpa adanya persetujuan pihak tertentu. Dalam ketentuan 

terkait penahanan, tersangka maupun terdakwa dapat mengajukan penangguhan 

penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 (1) KUHAP, yakni: 
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a. Atas permintaan tersangka maupun terdakwa. 

b. Permintaan tersebut disetujui intansi yang sedang melakukan penahanan atau yang 

sedang bertangung jawab secara yuridis dengan syarat jaminan yang telah ditetapkan. 

c. Terdapat persetujuan dari tersangka maupun terdakwa terkait jaminan yang telah 

ditentukan. 

Penangguhan penahanan adalah dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari dalam 

tahanan pada saat masa penahanannya belum selesai. Namun hal tersebut berbeda dengan 

pembebasan, karena dalam penangguhan penanganan terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa seperti kewajiban lapor, larangan untuk keluar 

rumah/kota, serta adanya jaminan uang atau orang.  

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dengan warga sipil, 

penangguhan penahanan kerap tidak dikabulkan oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini 

karena dianggap bertentangan dengan kepentingan preventif dan korektif serta adanya 

pertimbangan terkait keseriusan dari tindak pidana, dianggap akan melipatgandakan 

pekerjaan, terganggunya proses pemeriksaan, adanya kemungkinan tersangka atau 

terdakwa akan melarikan diri maupun menghilangkan alat bukti.   

4. Tahap Penuntutan dan Persidangan 

Dalam perkara korupsi koneksitas, penuntut umum di pengadilan umum berasal dari 

jaksa, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ataupun KPK sesuai dengan hasil 

koordinasi antar lembaga. Sedangkan penuntut umum pada pengadilan militer merupakan 

kewenangan dari Oditur Militer. Penuntutan merupakan serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh penuntut umum guna melimpahkan perkara kepada pengadilan yang 

berwenang guna diperiksa dan diputus oleh hakim.  

Tahap penuntutan dimulai dengan diterimanya berkas perkara hasil penyidikan oleh 

penyidik kepada penuntut umum termasuk barang bukti dan tersangka. Berkas tersebut 

akan dipelajari oleh penuntut umum selama 7 (tujuh) hari, jika belum lengkap maka akan 

dikembalikan dengan petunjuk untuk dilengkapi. Jika hasil penyidikan Tim Tetap 

mengarah kepada kewenangan pengadilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara 

(Papera) mengeluarkan surat penyerahan perkara melalui Oditur Militer kepada penuntut 

umum untuk disidangkan di pengadilan negeri/ pengadilan tipikor. 

Apabila kerugian mengarah kepada kepentingan militer maka akan ditandatangani 

oleh Jaksa Agung dan Oditur Militer untuk pengusulan penetapan kewenangan pengadilan 

militer kepada Ketua Mahkamah Agung. Penuntut umum pada pengadilan negeri akan 

dilakukan oleh Jaksa, sedangkan penuntut umum pada pengadilan militer merupakan 

kewenangan Oditur Militer. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka masing-masing 

melaporkannya kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI untuk bermusyawarah. 

Jika tidak mencapai mufakat maka pendapat Jaksa Agung yang akan menentukan. 

Setelah diserahkannya berkas perkara kepada penuntut umum, maka Tim Tetap 

selaku penyidik harus menerbitkan berita acara bahwa berita acara telah diambil alih oleh 

penuntut umum. Jika pangkat Oditur Militer berada di bawah terdakwa, maka ia akan 

mendapatkan kenaikan pangkat secara tituler sebagaimana pasal 5 (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI. Tituler adalah 

kenaikan pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan keprajuritannya 

dengan keperluan tugas yang bersifat sementara.  

Penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang harus memenuhi syarat formil 

dan materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHAP, yakni:  

a. Syarat formil: terdiri dari nama, tempat tanggal lahur, umur, jenis kelamin, 

kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. 

b. Syarat materil: surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
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tindak pidana, serta mencantumkan waktu dan tempat berlangsungnya tindak pidana. 

Selanjutnya penuntut umum akan menyerahkan berkas perkara, surat dakwaan 

beserta alat bukti kepada panitera pengadilan yang berwenang untuk kemudian 

mendapatkan nomor register perkara agar bisa disidangkan. Dalam proses persidangan, 

penuntut umum bertanggung jawab untuk menghadirkan barang bukti di dalam 

persidangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah 

mencakup: 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Alat bukti surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

Menurut Eddy O.S Hiariej terdapat 6 (enam) teori yang dapat digunakan dalam 

melakukan pembuktian di persidangan, yakni:  

a. Bewijstheorie 

1) Positif Wettelijk Bewijstheorie: pembuktian hanya berdasarkan alat bukti yang 

terdapat di dalam undang-undang, keyakinan hakim tidak menjadi pertimbangan 

dalam menjatuhkan putusan. 

2) Conviction Intim: pembuktian semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim 

yang tidak terikat oleh alat bukti. 

3) Conviction Raisonne: pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang dibatasi 

serta harus dengan alasan yang logis. 

4) Negatief Wettelijk Bewijstheorie: pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang 

ditimbulkan oleh adanya alat bukti yang diatur dalam undang-undang di dalam 

persidangan. 

b. Bewijsmiddelen: teori yang digunakan untuk menjelaskan alat bukti yang dapat 

digunakan pada persidangan.  

c. Bewijsvoering: teori ini menjelaskan tata cara bagaimana dalam menyampaikan alat 

bukti di persidangan yang berkaitan dengan formalitas.  

d. Bewijslast: teori ini mengatur terkait beban pembuktian yang dibebankan terhadap 

para pihak di persidangan. Secara umum beban pembuktian diberikan kepada 

penuntut umum untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa. Namun dalam beberapa tindak pidana, termasuk korupsi berlaku pula 

pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang dilakukan oleh 

terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya  tidak bersalah.  

e. Bewijskracht: teori ini mengemukakan tentang kekuatan dari pembuktian pada 

masing-masing alat bukti yang akan dinilai dalam persidangan. Dalam penerapannya 

kekuatan alat bukti antara satu sama lain adalah sama selama memiliki keterkaitan, 

hal ini kemudian akan menjadi otoritas hakim dalam menentukan.  

f. Bewijs Minimmum: teori ini membahas tentang alat bukti minimum yang harus 

diajukan ke muka persidangan. 

Penuntut umum harus mampu untuk menunjukan minimal 2 (dua) alat bukti yang 

membenarkan tindak pidana yang dilkakukan oleh terdakwa, serta diberlakukannya 

pembuktian terbalik dalam beberapa perkara. Di Indonesia, alat bukti tersebut akan 

menjadi salah satu acuan dalam sistem pembuktian disamping keyakinan hakim yang 

dibatasi undang-undang, hal ini dikenal sebagai sistem pembuktian wettelijk bewijs 

theorie berbasis hukum negatif atau teori pembuktian ganda.   

Dalam persidangan perkara koneksitas, jika dilaksanakan pada pengadilan umum 

maka hakim ketua berasal dari pengadilan umum dengan hakim anggota masing-masing 
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dari pengadilan umum dan pengadilan militer. Jika dilaksanakan di pengadilan militer 

maka hakim ketua berasal dari pengadilan militer dengan hakim anggota masing-masing 

dari pengadilan militer dan pengadilan umum secara seimbang, dengan hakim yang 

berasal dari pengadilan umum akan mendapatkan pangkat tituler. 

Dalam kasus korupsi dengan penyertaan warga sipil yang melibatkan TNI Madya 

Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto serta kasus yang melibatkan Brigadir 

Jenderal Teddy Hernayadi tidak diselesaikan menggunakan mekanisme koneksitas. Kedua 

kasus korupsi tersebut diselesaikan menggunakan metode splitsing. Dalam hal ini 

terdakwa anggota militer tersebut diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, 

sedangkan untuk warga sipil yang terlibat diadili secara terpisah di pengadilan umum. 

Sampai saat penelitian ini ditulis, belum terdapat vonis yang berkekuatan hukum tetap 

terhadap Madya Henri Alfiandi serta Letkol Afri Budi Cahyanto. Sedangkan Brigjend 

Teddy Hernayadi di vonis hukuman penjara seumur hidup pada 2016. 

Meski kedua kasus tersebut tetap terselesaikan dengan menggunakan splitsing, 

namun hal tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme koneksitas tidak dihiraukan 

meskipun telah diatur di dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang sifatnya lebih 

khusus dan lebih baru. Dalam splitsing, penyidikan tidak dilakukan oleh Tim Tetap, 

melainkan dilakukan penyidikan secara terpisah oleh masing-masing pengadilan yang 

mengakibatkan rendahnya koordinasi antar lembaga. Dalam tahap penahanan tetap 

dilakukan oleh masing-masing instansi yang berwenang. Sedangkan dalam hal penuntutan 

dan persidangan dilakukan oleh penuntut umum dan hakim dari masing-masing 

pengadilan secara mandiri yang mengakibatkan tidak maksimalnya koordinasi dan 

transparansi. 

Dalam rangkaian proses mekanisme koneksitas tindak pidana korupsi jika dikaitkan 

dengan Teori Sistem Hukum sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman terdapat 3 

(tiga) komponen yang saling memengaruhi dalam sistem hukum. Komponen pertama 

adalah substansi hukum, hal ini mencakup aturan hukum dalam pelaksanaan mekenisme 

koneksitas. Dalam hal ini masih terdapat tumpang tindih antara KUHAP dan Undang-

undang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 

Tentang Peradilan Militer. Selain itu, substansi hukum yang terdapat di dalam Undang-

undang Peradilan Militer sudah tidak sesuai lagi dengan kedudukannya yang sudah berada 

di bawah Mahkamah Agung. 

Terkait dengan komponen kedua mengenai struktur hukum, dalam hal ini masih 

terdapat bentrokan kewenangan antar lembaga dalam pelaksanaan mekanisme koneksitas. 

Selain itu koordinasi antar lembaga penegak hukum masih minim yang mengakibatkan 

buruknya komunikasi dalam penyelesaian korupsi yang melibatkan anggota militer dan 

warga sipil. Sedangkan dalam komponen budaya hukum, tumpang tindih peraturan serta 

bentrokan kewenangan lembaga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pelaksanaan mekanisme koneksitas. Mekanisme koneksitas merupakan bentuk 

transparansi struktur hukum dalam melaksanakan substansi hukum. 

5. Gagasan Pengaturan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang 

Dilakukan Oleh Anggota Militer Bersama Warga Sipil Menggunakan Mekanisme 

Koneksitas  

Pada hakikatnya terdapat hukum militer yang membagi pelanggaran menjadi 3 (tiga) 

hal yang terdiri dari pelanggaran disiplin murni, pelanggaran disiplin tidak murni, dan 

pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran disipilin murni dan disiplin tidak murni 

diselesaikan melalui hukum disiplin perajurit, sedangkan pelanggaran hukum pidana 

diselesaikan melalui peradilan militer. Jika dalam suatu tindak pidana terdapat keterlibatan 

militer dan sipil maka hal tersebut termasuk yurisdiksi pengadilan koneksitas.  
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Acara pemeriksaan koneksitas merupakan suatu mekanisme yang diterapkan 

terhadap tindak pidana dengan penyertaan yang melibatkan pelaku sipil dan militer. 

Penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga 

sipil diatur dalam pasal 89-94 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana dan pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

Penerapan koneksitas bertujuan untuk memberikan transparansi terhadap 

penyelesaian korupsi yang melibatkan anggota militer. Mekanisme ini menjadikan proses 

penyelesaian perkara melalui satu pintu yang terkoordinir sehingga lebih efisien. Proses 

penyelesaian menggunakan mekanisme koneksitas memberikan efek jera yang lebih besar 

dan tekanan tambahan terhadap pelaku karena bersifat transparan dan peniadaan 

kekhususan, hal ini akan berimbas kepada kepercayaan publik.  

Namun dalam praktiknya, penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan anggota 

militer seringkali rumit dan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku karena adanya 

faktor internal dari institusi militer seperti hierarki, kekhususan dan loyalitas yang 

menyulitkan proses peradilan. Dalam penyelesaian perkara militer yang melakukan 

korupsi di Indonesia seolah-olah terdapat 2 (dua) lembaga penuntutan, yakni lembaga 

penuntutan khusus militer yang dilakukan oleh Pengadilan Militer berdasarkan pasal 9 (1) 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, serta lembaga penuntutan umum seperti 

Kejaksaan maupun KPK.  

Jika melihat dari perspektif militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 

militer bersama warga sipil selama ini diselesaikan di pengadilan militer dengan 

berpedoman kepada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang 

Peradilan Militer yang berbunyi: 

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan 

tindak pidana adalah: 

1) Prajurit 

2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit 

3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau 

dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang- undang 

4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas 

keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu 

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

Pasal tersebut seharusnya tidak dapat digunakan terhadap tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil. Hal tersebut karena terdapatnya 

penyertaan, maka harus menggunakan mekanisme koneksitas dalam penyelesaiannya. 

Chairul Huda menyatakan korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga 

sipil tersebut seharusnya dilakukan mekanisme koneksitas sesuai dengan asas penafsiran 

hukum Lex posterior derogat legi priori dan Lex Specialis derogat legi generali.   

Penyelesaian dengan metode splitsing pada kasus Madya Henri Alfiandi dan Letkol 

Afri Budi Cahyanto serta kasus yang melibatkan Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi dapat 

terjadi karena militer berpedoman kepada pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1997 Tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Peradilan Militer berwenang mengadili 

tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang dipersamakan. Pasal tersebut 

seharusnya hanya berlaku ketika suatu tindak pidana yang murni dilakukan oleh anggota 

militer tanpa adanya penyertaan warga sipil. Maka dalam hal ini diperlukan pembaruan 

Undang-undang Peradilan Militer pada pasal tersebut guna membatasi kewenangan 

pengadilan militer agar tidak mengakibatkan multitafsir. 
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Di samping itu, Undang-undang Peradilan Militer memiliki banyak ketidakselarasan 

dengan undang-undang lain yang sifatnya lebih baru dan lebih khusus. Ketidakselarasan 

selanjutnya terjadi dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: 

“Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”. 

Selanjutnya undang-undang peradilan militer tersebut bertentangan dengan pasal 16 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: 

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk 

lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut 

keputusan ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan 

dalam lingkungan peradilan militer”. 

Melihat hal tersebut, maka jika ditinjau secara yuridis penanganan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil merupakan kewenangan 

absolut dari mekanisme koneksitas. Militer tidak memiliki kewenangan dalam mengadili 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggotanya, maka dalam penyelesaian korupsi 

yang melibatkan militer dan sipil secara bersama-sama harus menggunakan mekanisme 

koneksitas.  

Untuk mengatasi permasalahan efektifitas, tumpang tindih wewenang dan wilayah 

pengadilan tindak pidana tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Jaksa Agung 

Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) berwenang untuk mengkoordinasikan penerapan 

fungsi Atasan yang berhak menghukum, Polisi militer, Perwira penyerah perkara  dan 

Oditur militer yang bersifat komplementer dan sinergitas.  

Hadirnya Jampidmil bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan pengadilan 

militer terkait penanganan perkara koneksitas yang tidak terbatas pada tindak pidana 

korupsi untuk dilakukan penyidikan dan diteliti bersama oditur. Penelitian tersebut akan 

dilaporkan kepada Jaksa Agung untuk dipertimbangkan apakah akan dilimpahkan ke 

pengadilan militer atau pengadilan umum.  Belum terlaksananya mekanisme koneksitas 

secara utuh meskipun telah dibentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer 

(Jampidmil) memperjelas bahwa perlunya pembaruan hukum peradilan militer. 

Selain karena benturan kewenangan dan tidak terlaksananya mekanisme koneksitas 

secara maksimal, pembaruan Undang-undang Peradilan Militer juga diperlukan mengingat 

seluruh pembinaan militer yang semula berada di bawah Menteri Pertahanan dan 

Keamanan, telah dialihkan kepada Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 18 Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: 

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

Peradilan yang berada di bawahnya dalan lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

Atas kondisi khusus tersebut maka perlu adanya penyelarasan kembali terkait asas-

asas militer yang berlaku sebelumnya. Penyelarasan tersebut dapat dilaksanakan dengan 

melakukan pembaruan undang-undang peradilan militer.  Penyelarasan antara Undang-

undang Peradilan Militer dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman diperlukan 

karena adanya pasal-pasal yang tidak lagi sesuai. Seperti pada Pasal 7 ayat (1) Undang-

udang peradilan militer menyatakan bahwa: 
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“Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan 

dan oditurat dilakukan oleh Panglima”. 

Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 (1) Undang-undang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyatakan: 

“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. 

Pembaruan guna penyelarasan berikutnya ditujukan kepada pasal-pasal dalam 

Undang-undang Peradilan Militer, dimana peran Panglima masih sangat dominan karena 

belum melibatkan peran Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial secara aktif, yakni: 

Pasal 14 ayat (4): 

“Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di 

luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama”. 

Pasal 23: 

“Hakim dilarang merangkap pekerjaan sebagai:  

a. pelaksana putusan pengadilan 

b. penasihat hukum 

c. pengusaha 

d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Panglima”. 

Pasal 34: 

“Panitera dilarang merangkap pekerjaan sebagai: 

a. pelaksana putusan pengadilan  

b. penasihat hukum 

c. pengusaha  

d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih 

lanjut dengan Keputusan Panglima”. 

Pasal 44 huruf b: 

“Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan 

perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya”. 

Pembaruan hukum hakikatnya tidak hanya mencakup substansi hukum dan struktur 

hukum semata, melainkan juga mencakup pembaruan dalam budaya hukum.  Pembaruan 

dari undang-undang tersebut dapat dilakukan jika:  

a. Jika adanya kondisi khusus yang berlaku di Indonesia 

b. Jika adanya kebutuhan khusus yang mengharuskan untuk dilakukan penambahan atau 

perubahan 

c. Jika adanya suatu pasal yang kurang jelas 

Pembaruan dalam peradilan militer sangat dibutuhkan guna menyesuaikannya 

dengan perkembangan zaman dan regulasi hukum lain di Indonesia. Hal ini bertujuan 

untuk kepastian hukum terkait langkah dan mekanisme yang harus ditempuh penegak 

hukum untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, terutama yang melibatkan militer dan 

warga sipil dengan adanya penyertaan (delneming).  

Jika dikaitkan dengan pendekatan dalam Teori Pembaruan Hukum yang disampaikan 

oleh Muladi, maka pembaruan hukum pidana militer dapat menggunakan pendekatan 

global. Teori Pembaruan Hukum dengan Pendekatan global atau universal pada Undang-

undang Peradilan Militer dilakukan dengan mengubah secara keseluruhan isi materi dari 

undang-undang sebelumnya. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat 

undang-undang peradilan militer saat ini sudah tidak relevan yang menimbulkan banyak 

bentrokan dengan undang-undang lainnya, terutama dalam hal menempatkan diri sebagai 

peradilan yang saat ini sudah berada di bawah Mahkamah Agung. Pendekatan global 
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merupakan langkah yang tepat jika memperhatikan jangka panjang dan efektifitas 

substansi. 

Jika pembaruan hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan evolusioner 

maka tidak akan mampu untuk menghasilkan perubahan yang mendasar, mengingat 

banyaknya hal yang harus diperbarui terkait dengan posisi peradilan militer di bawah 

Mahkamah Agung dan pengawasan Komisi Yudisial. Pembaruan evolusioner dengan 

menambah atau merubah suatu pasal yang bermasalah akan menimbulkan potensi 

terjadinya kontradiksi dengan pasal lainnya. Pendekatan secara kompromis dengan 

menmabahkan Bab baru pun tidak memungkinkan untuk dilakukan, karena kontradiksi 

dengan regulasi lain tetap tidak dapat teratasi mengingat masih ada dan berlakunya pasal-

pasal sebelumnya.  

Meskipun terdapat wacana untuk merevisi undang-undang Peradilan Militer pada 

saat polemik kasus korupsi Basarnas yang dilakukan oleh Marsekal Madya Henri Alfiandi 

serta Letkol Afri Budi Cahyanto yang menimbulkan perdebatan kewenangan. Namun 

hingga saat ini pembaruan hukum pidana militer masih jauh dari perhatian pemerintah. 

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Rancangan Undang-undang Peradilan Militer 

dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024, melainkan hanya membahas 

Rancangan Undang-undang TNI dan Rancangan Undang-undang Perbantuan Militer yang 

hingga saat ini belum selesai. 

KESIMPULAN 

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil 

diselesaikan dengan menggunakan mekanisme koneksitas. Mekanisme ini harus 

dilaksanakan dari tahap penyidikan hingga persidangan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Mekanisme koneksitas dilakukan dengan koordinasi antar lembaga penegak 

hukum yang terlibat. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Tetap akan 

menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut. 

2. Gagasan pengaturan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas, dilakukan 

dengan pembaruan Undang-undang Peradilan Militer. Undang-undang Peradilan 

Militer bertentangan dengan undang-undang lain yang baru dan lebih khusus mengenai 

mekanisme koneksitas. Pembaruan ini dapat dilakukan mengingat terdapatnya kondisi 

dan keadaan khusus yang berlaku di Indonesia, yakni pengalihan pembinaan militer 

kepada Mahkamah Agung. Maka diperlukan pembaruan Undang-undang Peradilan 

Militer untuk penyelarasan dengan perkembangan zaman dan penyesuaian dengan 

regulasi lainnya, guna tercapainya pelaksanaan mekanisme koneksitas yang lebih 

efektif. 

Saran 

1. Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama 

warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas memerlukan koordinasi dan kerjasama 

antar lembaga penegak hukum dengan regulasi kewenangan yang jelas. Hal tersebut 

guna tercapainya pelaksanaan mekanisme koneksitas yang maksimal untuk 

menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga 

sipil. 

2. Penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga 

sipil menggunakan mekanisme koneksitas memerlukan perhatian dari pemerintah. 

Salah satunya dengan menyertakan Rancangan Undang-undang Peradilan Militer ke 

dalam Program Legislasi Nasional guna terciptanya keselarasan dan menghindari 

tumpang tindih dalam hukum pidana nasional. 
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